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BAB V 

PENUTUP 

  

5.1    Kesimpulan 

 

1. Korban kekerasan seksual merupakan korban yang mengalami trauma 

fisik maupun mental serta kerugian akibat kekerasan seksual yang 

dialaminya, korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan 

pemulihan sebagai upaya pengembalian kondisi korban baik secara 

fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Terdapat tiga jenis pemulihan 

yang diatur untuk korban kekerasan seksual yaitu pemulihan sebelum 

dan selama proses peradilan, serta pemulihan setelah proses peradilan.  

 

2. Pemulihan sebagai hak korban kekerasan seksual dilakukan oleh Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, sebelum 

disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak dikenal dengan nama Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tugas 

dari Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah menerima pelaporan korban 

kekerasan seksual atau orang yang menyaksikan terjadinya kekerasan 

seksual, selain itu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak juga merupakan lembaga yang ditunjuk oleh 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual sebagai lembaga layanan pemulihan korban 

kekerasan seksual. 

 

3. Berdasarkan hasil wawancara, pemulihan tidak dapat dilakukan oleh 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

karena telah dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Bandung, karena ketidaksesuaian hal tersebut 
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dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota 

Bandung belum dapat menjalankan perannya sebagai lembaga 

pelayanan yang salah satu tugasnya adalah pemulihan korban kekerasan 

seksual. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota 

Bogor, peran sebagai lembaga layanan korban kekerasan seksual, 

khususnya terkait pemulihan telah dilaksanakan. Dalam hal ini, 

pemulihan yang difokuskan pada pemulihan sebelum dan selama proses 

peradilan sebagian besarnya telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bogor. Selain itu, Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota 

Bogor juga menjalankan kerja sama dengan lembaga lain terkait 

pemulihan sebelum dan selama proses peradilan yang belum dapat 

dilakukan sehingga meningkatkan peran dari Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut.  

  

5.2    Saran 

 

1. Karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan Undang-

Undang baru yang mengatur mengenai kekerasan seksual, maka 

dibutuhkan sosialisasi mengenai jenis dari kekerasan seksual. Dengan 

demikian, maka setiap orang mampu memiliki kemampuan untuk 

menentukan suatu pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai bentuk 

kekerasan seksual dan melaporkannya, baik sebagai korban maupun 

sebagai saksi yang menyaksikan perbuatan yang masuk dalam 

kekerasan seksual.  

2. Dengan adanya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual, 

dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut mengenai hak korban kekerasan 

seksual salah satunya pemulihan yang dilakukan di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdapat di 

provinsi maupun kabupaten/kota.  



 

 
 

69 
 

 

3. Karena adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 mengenai salah satu tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai sebagai lembaga 

pemulihan, maka harus diberikan pemisahan kekuasaan antara lembaga 

tersebut dengan lembaga lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih 

kekuasaan dalam menangani suatu kasus. Lebih baik Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak diberikan wewenang 

secara penuh agar dapat menjalankan tugasnya sebagai lembaga 

pemulihan korban kekerasan seksual dengan baik. 
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